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ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk
jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan, diantaranya adalah
gadai, hipotek dan jaminan fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan telah
mendapatkan pengaturan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia. Obyek yang menjadi jaminan fidusia haruslah
didaftarkan, tetapi di PT BPR Chandra Mukti Artha pada kenyataannya masih ada
jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, atau perjanjian yang dilakukan merupakan
perjanjian di bawah tangan, dan tidak dibuat di hadapan pejabat pembuat akta yang sah
yang ditetapkan oleh undang-undang vyaitu notaris. Masalahnya bagaimana
pertimbangan PT. BPR Chandra Mukti Artha dalam memberikan kredit dengan
jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Masalah lainnya bagaimana penyelesaian jika
terjadi kerugian yang disebabkan karena benda jaminan rusak dalam perjanjian kredit
di PT. BPR Chandra Mukti Artha.

Penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian lapangan) yang
menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yaitu melakukan pembahasan terhadap
kenyataan data atau dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah
deskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode
wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan sumber lain yang berkaitan dengan
penulisan penelitian ini.Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah
Teori perlindungan hukum, teori jaminan, dan teori perjanjian.

Penyusun memperoleh kesimpulan bahwa BPR Chandra Mukti Artha dalam
memberikan kredit dengan jaminan fidusia tidak semuanya didaftarkan ke kantor
kementrian hukum dan ham. Pertimbangan dalam pemberian kredit dengan jaminan
fidusia mempertimbangkan nominal yang diminta oleh calon debitur, Apabila
pinjaman di atas 25.000.000 (dua lima juta rupiah) dilakukan pendaftaran jaminan
fidusia apabila dibawahnya hanya melakukan dengan akta otentik, namun untuk
pinjaman di bawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dilakukan secara dibawah
tangan. Maka BPR Chandra Mukti Artha dalam prakteknya belum memenuhi
ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia yang mengharuskan melakukan pendaftaran. Dengan melakukan pendaftaran
jaminan fidusia, maka perlindungan terhadap kreditur akan lebih aman atau terlindungi
jika dibandingkan dengan tidak didaftarkannya benda yang menjadi objek jaminan
fidusia. Selanjutnya mengenai penyelesaian benda yang dijaminkan mengalami
kerusakan, mengutamakan cara musyawarah untuk melakukan penggantian benda
jaminan dan tetap berkewajiban membayar sisa hutangnya. Jika tidak tercapai suatu
kesepakatan maka, pihak bank melakukan eksekusi secara di bawah tangan sesuai
kesepakatan.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit, Objek Jaminan.
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MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada (Alah) dengan sabar
dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al — Bagarah: 153)

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau
telah selesai ( dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah : 6-8)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial hanya dapat hidup dengan
bermasyarakat, karena telah menjadi sifat bawaan dari manusia. Dalam
kehidupan bermasyarakat, selalu ada hubungan satu sama lain antar
manusia. Kehidupan bermasyarakat itu berakibat timbulnya interaksi,
kontak antar manusia, dan atau hubungan satu sama lain.t

Kebutuhan hidup manusia terus bertambah mengikuti perkembangan
zaman, baik perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, budaya, dan
termasuk ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakian
mendesak, manusia pasti memerlukan modal untuk membuat suatu usaha.
Dalam hal ini diperlukan lembaga yang dapat menyediakan fasilitas
tersebut, terutama dalam pelaksanaan pemberian kredit. Guna menunjang
dunia usaha dalam rangka menciptakan peningkatan kebutuhan masyarakat
tentunya tidak dapat lepas dari permasalahan permodalan, lembaga
penyedia permodalan yang kita kenal adalah perbankan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang—undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
dimaksudkan dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

1Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty,
2001), him 3.



masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup masyarakyat banyak.

Bank berfungsi menyalurkan dana (lending) kepada masyarakat, yaitu
memberikan pinjaman kepada masyarakat atau menyediakan dana nasabah
sesuai keinginannya. Sebelum memberikan kredit, bank menilai kelayakan
debitur untuk disetujui atau ditolak permohonannya. Penilaian ini dilakukan
agar bank terhindar dari kerugian akibat kredit macet.? Konsumen akan
sangat terbantu dalam peminjaman kredit tersebut karena lembaga
perbankan ini menyediakan modal kepada konsumen untuk mendirikan
suatu usaha yang mereka inginkan dan konsumen tetap melaksanakan
kewajibannya, dengan membayar cicilan kepada lembaga perbankan
tersebut setiap bulan sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati
bersama sampai cicilan mereka lunas.

Kemudian, terkait dengan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang
dilakukan oleh lembaga perbankan salah satunya tercantum dalam Pasal 6
huruf b Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan vyaitu,
memberikan kredit. Dalam memberikan kredit, bank mempunyai prinsip
yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Undang-undang Perbankan, dalam memberikan kredit, kreditor wajib

2Sobana Dadang Husein dan Abdullah Boedi, Hukum Perbankan di Indonesia
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), him. 7.



mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk
melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Oleh karena itu sebagai perlindungan awal, bank sebagai kreditur dalam
memberikan kredit seharusnya tidak bergantung pada perjanjian kredit yang
dibuat antara kreditur dan debitur karena bank sebagai lembaga keuangan
mempunyai resiko yang besar. Untuk lebih memberikan rasa aman dan
menghindarkan resiko yang lebih besar apabila suatu saat terjadi suatu
wanprestasi, maka debitur diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada
kreditur.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum
jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi, dan penjualan
jaminan, penanggungan utang, dan lainnya sepenuhnya wajib dan
seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya. Bank
sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian
tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan
dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari
debitor termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan
kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai
jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-
fungsinya, antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait

termasuk aspek hukum jaminan.?

SMuhammad Bahsan, Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2010), him. 70



Salah satu bentuk jaminan perjanjian kredit yang sering digunakan
dalam perbankan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan
jaminan kebendaan yang biasa digunakan oleh perbankan. Menurut Pasal 1
ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

disebutkan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan
pemilik benda.”*

Jaminan fidusia lebih sering dipilih karena dinilai cukup memberikan
perlindungan bagi kreditur tanpa membebani debitur. Pelaksanaan kredit
dengan jaminan fidusia, dilakukan dengan debitur hanya menyerahkan hak
milik atas benda yang dijaminkan kepada kreditur, penyerahan objek
jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus
diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan
surat—surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan
tersebut, bendanya masih dapat digunakan oleh debitur.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi
keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian untuk menjamin pelunasan
utang debitur bila terjadi wanprestasi. Jaminan kredit akan memberikan
jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan

tetap kembali walaupun dengan cara mengeksekusi jaminan Kkredit

perbankan. Jika dilihat mengenai fungsi jaminan kredit baik ditinjau dari

4Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



sisi kreditur maupun dari sisi debitur yakni: pertama, jaminan kredit sebagai
pengamanan pelunasan utang, kedua jaminan kredit sebagai pendorong
motivasi debitur, dan ketiga fungsi yang terkait dengan pelaksanaan
ketentuan perbankan.®

Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat
khusus jika dibandingkan jaminan yang lahir berdasarkan pasal 1131 KUH
Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta
jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian
kredit.® Idealitasnya, pemenuhan hak eksekutorial atas benda jaminan
fidusia akan dipenuhi dengan eksekusi secara langsung oleh kreditor dengan
menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang diperoleh ketika fidusia sudah
didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan terhadap sertifikat jaminan
fidusia tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana dalam hal ini
kreditor merupakan kreditor preferen atau memiliki hak untuk diutamakan
atas pembayaran piutangnya. Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan, bahwa benda yang
dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan yang selanjutnya teknis
pendaftaran jaminan fidusia dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

5 Satrio, J, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebdendaan Fidusia, (Bandung: PT.Citra
Aditya Bakti, 2002), him. 162.

6Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan,
(Bandung: PT Alumni, 2014), him. 187-188.



Namun dalam pelaksanaannya di PT. BPR Chandra Mukti Artha,
praktik pemberian kredit dengan jaminan fidusia sering kali bank penerima
fidusia hanya menggunakan surat kuasa memasang fidusia dan tidak
mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, khususnya kendaraan bermotor
(sepeda motor). Sehingga tidak adanya sertifikat jaminan fidusia yang
menyebabkan tidak ada kepastian status benda jaminan karena salah satu
syarat suatu benda menjadi objek jaminan fidusia yaitu dengan didaftarkan
ke kantor pendaftaran fidusia, hal ini juga sangat mempengaruhi terhadap
hak eksekutorial ketika debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya
dikemudian hari.

Selain itu, PT BPR Chandra Artha Yogyakarta masih menemui
berbagai kendala dalam pelaksanaan kredit dengan Jaminan Fidusia, salah
satunya yaitu adanya debitur mengalami wanprestasi atau keterlambatan
pembayaran ditambah dengan benda jaminan yang dijadikan oleh debitur
mengalami rusak/menyusutnya nilai dari benda bergerak yang dijaminkan
di dalam jaminan fidusia. Penyebab kerusakan tersebut biasanya akibat
pemakaian debitur, ataupun musnahnya benda jaminan fidusia yang
diakibatkan karena keadaan memaksa (force majeur). Sehingga ketika
barang jaminan tersebut dijual tidak mencukupi untuk memenuhi
hutangnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun kemudian tertarik untuk
menyusun skripsi dengan judul Praktik Pemberian Jaminan Fidusia dalam

Perjanjian Kredit di PT. Bpr Chandra Mukti Artha Yogyakarta.



1.

C.

1.

2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penyusun paparkan

sebelumnya, maka penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih

rinci. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Apakah pertimbangan PT. BPR Chandra Mukti Artha dalam pemberian
kredit dengan jaminan fidusia telah sesuai dengan Undang-undang No.
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
Bagaimana penyelesaian PT. BPR Chandra Mukti Artha jika terjadi
kerugian yang disebabkan oleh kerusakan benda jaminan dalam
pelaksanaan jaminan fidusia ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah penyusun uraikan

sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:
Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksaanaan pemberian kredit dengan jaminan
fidusia di PT. BPR Chandra Mukti Artha Yogyakarta.

b. Untuk menjelaskan upaya penyelesaian yang dilakukan pihak
Bank PT. BPR Chandra Mukti Artha jika terjadi kerugian yang
disebabkan oleh kerusakan benda jaminan dalam pelaksanaan
jaminan fidusia.

Kegunaan Penelitian



Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi, sumber
informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan
akademisi dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan ilmu hukum pada bidang perdata terutama
jaminan fidusia.
b. Manfaat Praktis
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
yang jelas mengenai upaya kreditur dalam penyelesaian
permasalahan apabila benda jaminan mengalami kerusakan dalam
jaminan fidusia, selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi kalangan akademisi, praktis, maupun masyarakat pada
umumnya. Sehingga dapat juga dijadikan sebagai bahan
perbandingan bagi para pihak yang mengalami kasus serupa serta
dapat bermanfaat pula bagi pihak-pihak yang ingin melakukan
penelitian di bidang yang sama.
D. Telaah Pustaka
Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur
penelitian yang terdahulu guna mencari data penunjang terhadap
permasalahan yang dikaji. Penyusun menemukan beberapa karya penelitian

yang memiliki Kketerkaitan tema, beberapa karya penelitian yang telah



membahas tentang pemberian jaminan fidusia dalam perjanjian kredit antara
lain sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Iman Fernando dengan judul “Implementasi
Pemberian Kredit dengan jaminan fidusia yang diikat dibawah tangan (studi
kasus PT BRI (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor cabang Pringsewu) .
Hasil skripsi membahas tentang pemberian kreditdengan perjanjian jaminan
fidusia, sebagian besar perjanjian diikat secara di bawah tangan baik
perjanjian pokok maupun perjanjian tambahan tidak dilakukan di hadapan
notaris, maupun didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia secara konkret
akan menempatkan para pihak dalam posisi yang lemah, terutama
kedudukan kreditur.”

Persamaan penelitaian yang dilakukan oleh penyusun adalah objek
penelitian yaitu jaminan fidusia. Perbedaan dengan skripsi ini adalah
membahas mengenai syarat dan prosedur, serta akibat hukum pemberian
kredit dengan jaminan fidusia yang pengikatanya dibawah tangan pada BRI
Unit Sukoharjo.

Skripsi yang ditulis oleh Risye Maulina Dwiyati dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Fidusia sebagai Jaminan
Kredit pada BMT Ghifari di Yogyakarta”. Dalam penelitian ini, tujuan

penulisan skripsi ini adalah menggali bagaimanakah sebenarnya jaminan

"Iman Fernando, “Implementasi Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang
Diikat Dibawah Tangan (studi kasus PT BRI (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor cabang
Pringsewu)”, Skripsi Program Studi Hukum Keperdataan, Universitas Lampung, Bandar
Lampung (2017).
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fidusia didalam tinjauan hukum islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan
Hadis.® Artinya jika dibandingkan skripsi penyusun tentunya skripsi ini
sangat berbeda walaupun memiliki keterkaitan tema, karena skripsi
penyusun adalah mengenai praktik pemberian jaminan fidusia dalam
pemberian kredit di PT. BPR Chandra Mukti Artha Yogyakarta.

Tesis yang ditulis Dyah Kusumaningrum dengan judul “Pelaksanaan
Perjanjian Kredit yang Diikat dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank
Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang”. Dalam penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan
yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang
berkaitan, yakni Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, dengan permasalahan yang diteliti dan dihubungkan dengan
kenyataan mengenai pelaksanaan di lapangan.

Dalam penelitian ini Dyah menjelaskan tentang penyelesaian sengketa
kreditur jika melakukan wanprestasi maka pihak bank akan membuat akta
fidusia secara notariil berdasar surat kuasa dari debitur yang ditandatangani
pada saat pengikatan kredit sebelum pencairan. Dyah menyimpulkan bahwa
dalam praktiknya BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta membedakan

kreditur dari jumlah pinjamannya. Apabila jumlah pinjamannya dibawah

®Risye Maulina Dwiyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fidusia
sebagai Sebagai Jaminan Kredit Pada BMT Ghifari di Yogyakarta”, Skripsi Program Studi
Hukum  Ekonomi Syariah (Mu,amalah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta (2013).
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Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) hanya dilakukan secara bawah
tangan tanpa dibuatkan akta otentik di Notaris.®

Persamaan penelitian yang dilakukan Dyah dengan penelitian yang
akan dilakukan oleh penyusun adalah objek kajian yaitu jaminan fidusia.
Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun
adalahpermasalahan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia
yang terjadi karena wanprestasi sedangkan penulis lebih fokus pada
kerusakan benda jaminan dalam pelaksanaan jaminan fidusia .

Jurnal yang ditulis Nur Adi Kumaladewi dengan judul “Eksekusi
Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak
Ketiga ”. Jurnal ini membahas eksekusi jaminan kendaraan bermotor yang
berada pada pihak ketiga namun pada dasarnya di Undang-undang jaminan
fidusia tidak membolehkan ada pihak ketiga dalam eksekusi kendaran
bermotor nantinya akan menimbulkan resiko yang baru.’® Persamaan
dengan jurnal ini terdapat objek jaminan fidusia. Penulisan jurnal fokus
kepada eksekusi jaminan fidusia, berbeda dengan skripsi penulis yang lebih
menekankan penelitian pada praktik pemberian jaminan fidusia dalam

perjanjian kredit.

®Dyah Kusumaningrum,‘“Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang Diikat dengan Jaminan
Fidusia di PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang”, Tesis Program
Magister IImu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (2008).

Nur Adi Kumaladewi, “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia
Yang Berada Pada Pihak Ketiga”, Jurnal Repertorium, No. 2, Volume. 2, 2015, him. 67.
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E. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum
bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan
represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu untuk
mencegah terjadinya sengketa dan mengarahkan tindakan pemerintah
bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Sedangkan
perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya
sengketa.'t

Perlindungan hukum terbagi dalam dua bidang yaitu bidang hukum
privat maupun hukum publik. Perlindungan hukum dalam bidang
hukum privat terdapat dalam KUHPerdata, khususnya pada buku 11
tentang Perikatan, yang meliputi ketentuan tentang wanprestasi (Pasal
1243 - Pasal 1252), ketentuan tentang perikatan yang lahir karena
perjanjian (Pasal 1313 sampai Pasal 1351) dan perikatan yang lahir
karena undang-undang (Pasal 1352 sampai 1369), serta ketentuan
tentang ganti kerugian (Pasal 1370). Berdasarkan penjelasan diatas,
dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dapat
memberikan perlindungan hukum kepada para pihaknya. Suatu
perjanjian yang lahir atas kesepakatan para pihak membuat para pihak

harus memenuhi hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum

11 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: PT.
Bina llmu, 1987), him. 2.
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merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan
tujuan-tujuan hukum vyaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum.

Kreditur-kreditur yang merupakan pemilik modal dalam
pengembangan perekonomian rakyat harus mendapatkan perlindungan
hukum terhadap hartanya yang telah dijadikan modal ataupun pinjaman
oleh para debitur, agar nantinya ketika terjadi wanprestasi, maka mereka
memiliki dasar hukum untuk bertanggungjawab dan para kreditur tetap
mendapatkan hak-haknya terhadap harta mereka. Maka jelaslah bahwa
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
merupakan perlindungan hukum yang lebih bersifat preventif, karena
mengatur bagaimana suatu benda yang akan dijadikan jaminan fidusia
wajib didaftarkan.'? Cara tersebut dapat dijadikan salah satu upaya
perlindungan hukum yang kuat untuk kreditur, karena jika didaftarkan
ke Kemenkumham akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang
memiliki titel eksekutorial. Pendaftaran jaminan fidusia ini
memudahkan kreditur jika suatu saat nanti debitur melakukan
wanprestasi.

2. Jaminan
Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan

12| _jhat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia.
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pemberian kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan
bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai perjanjian.
Pasal 1131 KUHPerdata mengandung isi bahwa setiap orang
bertanggungjawab atas utangnya, tanggungjawab yang berupa
penyediaan kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak
bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini
sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan dalam hukum perikatan,
kepercayaan yang dimaksudkan adalah setiap orang yang memberikan
utang kepada seseorang (kreditur) percaya bahwa debitur akan melunasi
utangnya dalam jangka waktu yang telah ditententukan. Setiap orang
harus bertanggungjawab dengan apa yang telah dijanjikan karena
semuanya berkaitan dengan sanksi moral sekaligus sanksi hukum.*3
Dalam jaminan menyatakan bahwa titel kepemilikan dalam suatu
sistem jaminan utang tetap berada pada pihak debitur, mencakup juga
kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda objek
jaminan utang. dalam perjanjian jaminan fidusia, kreditur adalah
sebagai pemilik yang sempurna dari benda dijaminkan. Berdasarkan
teori ini, perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter perorangan.
Sedangkan menurut teori jaminan, bahwa perjanjian jaminan fidusia
merupakan analogi dari gadai dan memiliki karakter kebendaan.

Kreditur penerima jaminan fidusia hanya sebagai pemilik yang terbatas

BAbdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus,
(Jakarta: Kencana, 2014), him. 17.
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dalam arti sebagai pemilik jaminan. Titel kepemilikan dari debitur atas
benda objek jaminan utang tersebut dapat berakhir apabila terjadi
wanprestasi terhadap utang yang dijamin dan dilakukan eksekusi yang
sah sesuai hukum yang berlaku.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan
yang tidak akan melumpuhkan usahanya sehari-sehari sebagai mata
pencahariannya, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah
jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum,
bahwa kredit yang diberikan dapar diperoleh kembali tepat pada
waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dengan sistem
hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia.

Menurut Munir Fuady, jaminan fidusia memegang prinsip penting,
yaitu:

1. Secara riil, pemegang jaminan fidusia hanya berfungsi sebagai
pemegang jaminan fidusia saja, bukan sebagai pemilk yang
sebenarnya.

2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan
baru ada jika pihak debitur melakukan wanprestasi.

3. Apabila utang sudah lunas, maka objek jaminan fidusia harus

dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

1“Rahmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2003). HIm. 286
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4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah

hutangnya, maka sisa penjualan harus dikembalikan kepada

pemberi fidusia.

Untuk sahnya peralihan hak dalam hukum yang berkaitan dengan

jaminan fidusia harus memenuhi persayaratan berikut:

1.

2.

Perjanjian kebendaan (zakelijk).

Adanya titel peralihan hak.

Memiliki kewenangan untuk menguasi benda dari orang
yang menyerahkan bernda.

Penyerahan benda secara “Constitum Possesorium”,
memiliki arti penyerahan kepemilikan benda tanpa

menyerahkan fisik benda sama sekali.

Dalam teori ini, objek jaminan utang bukan untuk dinikmati

hasilnya, melainkan hanya sebagai jaminan saja, untuk berjaga-jaga

apabila utang tidak terbayar nantinya. Apabila memang tidak terbayar,

harga pembayarannya akan diambil dari hasil penjualan benda.*®

Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih

baik mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dengan

demikian, suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral

SMunir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta:Erlangga, 2013), him. 5.
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antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping

memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-

kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang
diperolehnya.'® Dari peristiwa tersebut maka timbulah suatu hubungan
diantara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, dalam
bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang
mengandung kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:!’

1) perjanjian dalam arti luas, adalah setiap perjanjian yang
menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki
oleh para pihak, misalnya perjanjian tidak bernama atau perjanjian
jenis baru

2) perjanjian dalam arti sempit, adalah hubungan hubungan hukum
dalam lapangan harta kekayaan seperti yang dimaksud dalam buku
Il KUHPerdata. Misalnya, perjanjian bernama.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menentukan empat syarat, yaitu:

a. Kesepakatan kedua belah pihak
b. Kecapakan untuk melakukan perbuatan hukum

c. Adanya objek perjanjian

2.

5Ratna ArthaWindari, Hukum Perjanjian (Yogyakarta: Graha llmu, 2014), him.

17 Hendri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, cet. I (Yogyakarta: Penerbit

Pustaka Yustisia, 2009), him. 42
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d. Adanya klausa halal*®

Dua syarat yang pertama (a dan b), dinamakan syarat-syarat
subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang
mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir (c dan d)
dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya
sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.*°

Sepakat (Toestemming) merupakan kesesuaian, kecocokan,
pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan
kehendak yang disetujui antara pihak-pihak, unsur kesepakatan:2

a. Offerte (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.

b. Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima

penawaran.

Jadi, kesepakatan itu penting untuk diketahui karena merupakan
awal terjadinya perjanjian. Menurut Prof. Subekti, S.H., dengan sepakat
atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sepakat
mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.?

Maksudnya ialah disini para pihak yang terlibat dalam perjanjian

18 Salim,HS, Hukum Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him.33.
19Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2010), him.1

20 Mariam Darus Badrulzaman,K.U.H Perdata Buku 111: Hukum Perikatan
Dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni,2006), him. 108-120

21Subekti, Hukum Perjanjian...him. 17
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tersebut haruslah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok yang ada
atau tertuang di dalam perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, perikatan memberikan syarat
untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat
sesuatu. Perikatan yang lahir akan berakhir kalau sudah memenuhi
prestasi. Maka perikatan tersebut, mengakibatkan suatu persetujuan
antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Dalam pasal ini mengadung suatu asas kebebasan
berkontrak dalam membuat perjanjian atau asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya
yang diatur oleh undang-undang dan diberikan kepada masyarakat
untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan
ketertiban umum.

PT. BPR Chandra Mukti Artha Yogyakarta dalam melaksanakan
pemberian kredit selalu dibarengi dengan proses perjanjian kredit dalam
setiap pemberian kredit. Hal ini untuk melindungi hak kreditur terhadap
kredit yang diberikan kepada debitur dan untuk memastikan debitur

melunasi utangnya dikemudian hari.
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F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu
atau beberapa gejala, dengan cara menganalisanya dan dengan mengadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan
oleh fakta tersebut, dengan sistematis, dengan metode-metode dan teknik-
teknik tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field
research), yakni menggunakan pengamatan dalam pengumpulan data-data
di lapangan secara sistematis. Lokasi yang akan ditetapkan sebagai
penelitian lapangan adalah PT. BPR Chandara Mukti Artha Yogyakarta.
Penyusun juga akan menggunakan data dari pustaka sebagai data sekunder.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yang bersifat
deskriptif analitis. ~ Penelitian  berbentuk  deskriptif  bertujuan
menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan di
antara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis,
mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan
perundang-undangan tersebut di lapangan.Sifat penelitian deskriptif
analatik pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap
dan memaparkan permasalahan secara objektif mengenai pemberian

jaminan fidusia dalam pemberian kredit dalam perjanjian fidusia di PT. BPR
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Chandra Mukti Artha, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab
pokok masalah yang telah dipaparkan.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan oleh penyusun untuk melakukan
penelitian adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan
sebuah pendekatan dalam penelitian yang mengkaji asas-asas, konsep-
konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
perjanjian kredit yang dibebani jaminan fidusia. Penelitian hukum empiris
yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan
hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap
peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan
yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi
lapangan untuk mencari informasi yang valid dan menentukan sumber
hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di
dalam masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini
didapatkan dengan penelitian lapangan yang menghasilkan data primer
(field research) dan penelitian kepustakaan yang menghasilkan data
sekunder (library research).

a. Sumber Data Primer
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Sumber data primer menggunakan data-data yang bersumber
pada penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari
sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informan.

Sumber data primer yang akan ada pada penelitian ini dengan
menggunakan metode wawancara secara langsung kepada responden
yaitu Kepala Bagian Kredit PT. Bank Bpr Chandra Mukti Artha
Yogyakarta atau yang mewakili.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari
pengumpulan data yang menelaah literatur yang sudah ada dan
memiliki Kkorelasi dengan sumber data primer, seperti peraturan
perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, serta hasil penelitian
yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Teknik wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan
dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat
diperoleh melalui observasi atau kuisoner, oleh karena itu penyusun
akan melakukan wawancara dilakukan secara langsung terhadap
Responden yaitu Kepala Bagian Kredit PT. BPR Chandra Mukti

Artha Yogyakarta atau yang mewakili.
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b. Pengamatan atau Observasi Lapangan
Teknik observasi merupakan bagian dari metode pengumpulan
data dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan, manfaat
observasi dari penyusun adalah untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan jaminan fidusia dalam pemberian kredit di PT. BPR
Chandra Mukti Artha Yogyakarta Dalam penelitian ini, penyusun
akan melakukan observasi di PT. BPR Chandra Mukti Artha
Yogyakarta
c. Studi Kepustakaan
Data kepustakaan dikumpulkan dengan membaca, mencatat,
mempelajari, dan menganalisa isi pustaka yang berkaitan dengan
masalah objek penelitian serta mempelajari dokumen dan arsip yang
berhubungan dengan masalah objek penelitian.Pencarian bahan
hukum dilakukan dengan menggunakan buku, jurnal, literatur lain
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
6. Analisis Data
Metode yang digunakan dalam menganalisis data dari hasil penelitian
dengan cara penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yaitu
dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan
mengumpulkan data hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis
yang selanjutnya di analisa serta dikaji secara mendalam sehingga

menghasilkan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan uraian dari setiap bab, sehingga
penelitian ini dapat berjalan secara terorganisir dan sistematis. Untuk
mendapatkan penelitian yang optimal, maka perlu disusun sebuah
sistematika pembahasan untuk menyusunnya.

Bab pertama, berisikan tentang pendahuluan yang akan
menguraikansecara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang tinjauan umum mengenai jaminan fidusia,
bank perkreditan rakyat, serta hal-hal yang berkaitan dengan jaminan
fidusia.

Bab ketiga, memuat tentang pengertian secara umum tentang profil
secara umum objek penelitian yaitu PT. BPR Chandra Mukti Artha
Yogyakarta, kemudian dalam bab ini juga akan berisi sub bab mengenai
pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, sub bab mengenai
hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan fidusia.

Bab keempat, berisikan tentang analisis dan pembahasan mengenai
praktikpemberian jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di PT BPR
Chandra Mukti Artha. Penyusun akan memaparkan upaya penyelesaian

apabila barang yang dijadikan objek jaminan fidusia mengalami kerusakan.
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Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan
saran dari penilitian dilengkapi dengan daftar pustaka yang digunakan untuk

menginvetarisasi rujukan dari penelitian yang dilakukan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun sampaiakan di atas
dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan pemberian kredit dengan jaminan fidusia masih
tergantung dengan akad perjanjiannya, yaitu dengan membuat
ketentuan batasan nominal pembiayaan yang akan diambil oleh calon
debitur, hal tersebut masih terlihat ketika peminjaman kredit di atas
Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) akan didaftarkan ke
kantor kementrian hukum dan ham sedangkan peminjaman di atas
nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuatkan akta otentik
ke notaris tanpa didaftarkan ke kantor Kemenkumham. Untuk
peminjaman di bawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya
dilakukan perjanjian di bawah tangan tanpa dibuatkan akta otentik ke
notaris sehingga pihak kreditur sebagai kredtur separatis ataupun
preferent melainkan hanya kreditur konkuren.

Maka BPR Chandra Mukti Artha dalam memberikan kredit dengan
jaminan fidusia belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang No.
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kerena hanya pembiayaan
dengan nominal besar yang didaftarkan ke Kementrian Hukum dan
HAM.

2. Penyelesaian masalah ketika terjadi kerusakan benda jaminan adalah

kreditur berhak menuntut ganti kerugian kepada debitur atas
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musnahnya benda jaminan fidusia tersebut dengan meminta debitur
mengganti benda jaminan fidusia yang musnah tersebut dengan harga
benda debitur yang senilai harganya. Debitur wajib mengganti kerugian
atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut karena
kesalahan/kelalaiannya kepada bank selaku kreditur. Disamping itu
bank selaku kreditur juga memiliki hak untuk melakukan eksekusi
kepada calon debitur secara di bawah tangan sesuai kesepakatan.

Apabila barang yang dijaminkan nilai jual nya kurang untuk menutupi

hutangnya maka debitur wajib melunasi sisa hutang tersebut dan jika

lebih akan dikembalikan ke pihak debitur.

B. Saran

Pengaturan mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Undang-
Undang Jaminan Fidusia sebenarnya sudah cukup baik, namun tetap saja
akan muncul permasalahan dalam proses pelaksanaaanya. Banyak masalah
yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaanya dan masalah-masalah
yang perlu diantisipasi secara dini agar kepentingan para pihak dapat
terlindungi. Oleh sebab itu penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan hendaknya melakukan pengikatan jaminan
fidusia dengan akta notaris dan selanjutnya melakukan pendaftaran
jaminan fidusia bagi semua pengajuan kredit agar apabila konsumen
wanprestasi maka perusahaan dapat langsung melakukan eksekusi

secara sah. Tugas kredit analis untuk melakukan analisis sebelum
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memberikan kredit juga harus dilakukan dengan baik dan hati-hati
untuk mengurangi risiko dalam pelaksanaan kredit.

Kementrian Hukum dan HAM diharapkan untuk membuat sistem
yang lebih sederhana dalam pendaftaran jaminan fidusia agar
memudahkan pendaftar, sehingga diharapkan dengan kemudahan
tersebut dapat meningkatkan jumlah pendaftaran jaminan fidusia.
Bagi calon debitur, seharusnya berperan aktif dalam akad perjanjian,
dengan meminta mendaftarkan perjanjian pinjaman kredit dengan
jaminan fidusia didaftarkan ke kantor kementrian hukum dan ham

agar mendapatkan perlindungan,keadailan dan kepastian hukum.
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